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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 
Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 
No.641). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Menteri Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank 
Indonesia di pasar perdana dalam rangka pembiayaan Program PEN yang hasilnya 
disimpan dalam Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN pada Bank Indonesia. 
Dalam hal Program PEN berakhir, dilakukan penutupan Rekening Khusus Pembiayaan 
Program PEN oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di Bank Indonesia. Saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program 
PEN mendapatkan remunerasi dari Bank Indonesia sesuai dengan besaran yang 
disepakati dalam Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Indonesia mengenai skema dan mekanisme koordinasi pembelian Surat Berharga 
Negara (SBN) di pasar perdana dalam rangka pembiayaan Program PEN. Direktur 
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan 
penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi 
pemindahbukuan dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juni 2020. 

 


